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      BAB VI 

               PENUTUP 

6.1 Keseimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada Desa Watanhura dan Desa Lewohedo 

Kecamatan Solor Timur dapat disimpulkan.  

1. Pengelolaan dana stunting di Desa Watanhura dan Desa Lewohedo sudah sesuai 

dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa yakni 

melalui tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan 

Pertanggungjawaban yang pengelolaanya cenderung sama pada tahap 

penatausahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hanya berbeda pada tahap 

perencanaan dan tahap pelaksanaan.  

2. Masalah atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana stunting di Desa 

Watanhura dan Desa Lewohedo umumnya sebagai berikut : 

a) Desa Watanhura 

      Masalah atau kendala yang dihadapi Desa Watanhura yakni pada tahap 

pelaksanaan dana tahap penatausahaan. Pada tahap pelaksanaan diantaranya 

keterbatasan dana, jarak pusat belanja, kesibukan di desa serta kurangnya 

pemahaman masyarakat akan bahaya stunting. Sedangkan pada tahap 

penatausahaan masalah atau kendala yang di hadapi berupa kualiatas SDM yang 

kurang mendukung serta jaringan internet yang tidak memadai. 

b) Desa Lewohedo 

      Berbeda dengan Desa Watanhura masalah yang paling ditemukan dalam 

pengelolaan  dana  stunting  di Desa Lewohedo adalah tahapaan penatausahaan  
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dioperasikan oleh SDM yang tidak sesuai dengan profesinya.  

6.2 Saran  

Berdasarkan hasil analisis maka saran yang dapat peneliti berikan untuk: 

1. Bagi pemerintah Desa Watanhura dan Desa Lewohedo  

     Dalam  mencegah adanya stunting disarankan agar Desa Watanhura untuk 

mengadakakan pasar bergilir, komitmen aparat desa dalam menjalankan 

program pencegahan stunting, sosialisasi bahaya stunting kepada masyarakat, 

mengadakan pelatihan mengenai aplikasi SISKEUDES serta pengadaan internet 

berupa WIFI desa. Sedangkan untuk Desa Lewohedo agar mengadakan 

pelatihan megenai aplikasi SISKEUDES. 

2. Bagi pemerintah pusat  

  Pemerintah pusat diharapkan supaya tetap berupaya menjalankan standar 

operasional prosedur mengenai alokasi dana desa ke masing-masing sub bidang 

dan memastikan tercapainya tujuan di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 


